Sebagian Warga Eks Timtim Tolak SHM

® Tuntut Penerbitan Sertifikat Pekarangan Sekaligus'Lahan Garapan

SINGARAJA, TRIBUN
BALI - Badan Pertanahan
Negara (BPN) Singaraja akan
segera menerbitkan Sertifikat
Hak Milik (SHM) lahan peka-
rangan untuk 72 kepala kel-
uarga warga eks Timtim vang

tinggal di Desa Sumberklam-

pok, Kecamatan Gerokgak,
Namun SHM tersebut ha-

nya diberikan kepada warga

vang setuju. Masih ada yang

belum setuju. Sejatinya ada
107 warga eks Timtim yang

tinggal df Desa Sumberklam-
pok. Mercka bermukim di
wilayah tersebut sejak tahun
2000. Masing-masing kepala
keluarga (KK) memiliki lah-
an pekarangan scluas empat
are dan lahan garapan mas-

Ing-masing 50 are.

Warga kemudfan meminta
pemerintah agar lahan peka-
rangan dan garapan segera
diterbitkan SHM melalul pro-
gram reforma agraria, Namun
saat Inf pemerintah baru bisa
melepas lahan pekarangan,
Sementara lahan garapan ma-
sih terkendala karena berada
di kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT).

Direktur Landreform Ke-
menterian Agrarfa dan Tata
Ruang/Badan Pertanah-

“an Naslonal, Rudl Rubffaya
“mengatakan, darl 107 KK cks

Timtim yang ada, baru 75 KK

* yang menyatakan sctuju agar

penerbitan SHM dilakukan
untuk lahan pekarangan ter-
lebih dahulu,

Sementara 35 KK lalinnya
menolak, lantaran berkeingl-

nan agar SHM lahan peka-

rangan dan lahan garapan
diterbitkan secara bersa-
maan, la mengatakan, mesk!
saat it SHM lahan garapan
belum:bisa diterbitkan, mas-
yarakat-masth bisa meman-
faatkan lahan tersebut untuk
bertant dan beternale,
"Memarig Jada beberapa
KK yang tdak seluju, masih

kaml telusurl keberatannya.
Kalau keberatannya sesual
dengan kewenangan kement-
erfan, tentu akan kami koor-
dinastkan dulu," ufarnya usal
menggelar rapat bersama Gu-
pgus Tugas Reforma Agraria
Buleleng, Kamis (30/5).
"Sementara yang sudah
sctuju kaml apresfasl. Yang
sudah sctuju akan segera
kami terbitkan SHM lahan
pekarangannya dan akan
diserahkan secepatnya, ka-
Jau bisa di bulan Juni Ini,”
demikian sambung dfa.
Scementara H{u, Pj Bupati
Buleleng, Ketut Lihadnyana

mengatakan, pembebasan

lahan garapan untuk warga
cks Timttm Int menjadl ke-
wenangan Pemerintah Pusat,
Lahan tersebut masuk dalam
kawasan hutan produkst ter-

Dbatas, la akan memfasilitast

asplrasi masyarakat tersebut
untuk dapat bertemu dengan
pemangku kebtjakan,
Lihadnyana memaparkan
sefatinya sudah ada solusi yang
ditawarkan KLHK, yakni den-
gan hutan soslal. Masyarakat

letap dapat menggunakan lah-

an fersebut untuk keglatan-ke-
Matan ekonoml, Namun beber-

RAPAT BERSAMA

Agrana dan Tata Puzng/Badan

AP PAC

saat mengge

Agrana Buleleng, Kam= (30/5)

apa KK menuntut agar Lahan
tersebut menjadt hak rulik
Alas tuntutan tersebut,
solusinya Pemprov Ball ha-
rus mengubah rencana
tata ruang terlebih dahulu.
“Sepanjang dalam RT-RW
It masih masuk dalam ka-
wasan hutan, susah. Kecualt
dalam RT RW ftu dikeluarkan
dulu, Dibebaskan dant luas
garapan yang dimohonkan.
Buru bisa,” terangnyi.
Mengingat saat ink.masth
ada 35 KK yani belun setu-
Ju, Lihadnyana pun berharap

Dirextur Landreform Kementerizn
2reznafian Nasadnal, Rudi Fubiisya

Engar C.‘Ag'“; P’.‘-q;:—‘ Peforma

mereka dapat menjaga situ-
1) agar tetap konduslif seh-
Inggn proses penerbitan SHM
lahan pekarangan untuk 75
KK vang sudah setuju dapat
berjalan lancar. "Jangan ada
kerawanian. Pak Kapolres dan
Dandim sudah humanis. Man
hormati itu. Tidak ada mas-
alah yang tidak bisa disele-
satkan,” tandasnya. (rtu)
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